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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, batas kewenangan, dan kesesuaian
kebijakan penetapan nishab zakat pendapatan dan jasa beracuan emas 14 karat dalam SK Ketua
BAZNAS No. 15 Tahun 2026 ditinjau dari hukum positif dan fikih klasik. Penelitian kualitatif
deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan
kepustakaan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
BAZNAS menetapkan kebijakan tersebut dengan mensintesiskan kaidah mazhab Hanafi dan
Maliki serta pertimbangan stabilitas ekonomi, namun mengabaikan prinsip kehati-hatian
mazhab Syafi'i dan Hanbali. Secara hukum positif, kebijakan ini terindikasi melampaui
kewenangan administratif (ultra vires) karena kewenangan penetapan tata cara penghitungan
zakat seharusnya berada pada Peraturan Menteri Agama (PMA) sesuai amanat UU No. 23
Tahun 2011, serta lemahnya legitimasi akibat ketiadaan fatwa spesifik Majelis Ulama
Indonesia (MUI). Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan BAZNAS agar tidak mengubah
standar nishab hanya melalui SK, melainkan harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama
untuk merumuskan PMA dan meminta fatwa resmi MUI guna menjamin kepastian hukum dan
keadilan bagi muzakKi.
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Abstract

This study aims to examine the legal basis, limits of authority, and conformity of the policy on
determining the nishab for income and service zakat based on 14-karat gold in the Decree of
the Chairman of BAZNAS No. 15 of 2026, viewed from the perspectives of positive law and
classical Islamic jurisprudence. This descriptive qualitative research utilizes data collection
techniques in the form of documentation and library research, analyzed descriptively and
analytically. The findings indicate that BAZNAS established the policy by synthesizing the
principles of the Hanafi and Maliki schools alongside economic stability considerations, but
disregarded the precautionary principle of the Shafi'i and Hanbali schools. In positive law, this
policy indicates an excess of administrative authority (ultra vires) because the authority to
determine zakat calculation procedures should fall under a Minister of Religion Regulation
(PMA) as mandated by Law No. 23 of 2011, along with weak legitimacy due to the absence of
a specific fatwa from the Indonesian Council of Ulema (MUI). Therefore, this study suggests
that BAZNAS should not alter the nishab standards solely through a Decree, but must
coordinate with the Ministry of Religion to formulate a PMA and request an official MUI fatwa
to ensure legal certainty and justice for muzakki.
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1. PENDAHULUAN
Zakat maal, khususnya zakat pendapatan dan jasa, ditetapkan senilai 85 gram emas dengan

kadar 2,5%, dan sejak lama fikih Kklasik lintas mazhab menjadikan emas murni berkadar 24



karat sebagai acuan tunggal nishab tersebut(Al-Zuhayli, 1989). Pada awal tahun 2026, Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15
Tahun 2026 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa yang berlaku sejak 21 Februari
2026. Kebijakan ini tetap menggunakan basis 85 gram emas, namun mengubah acuan kadar
kemurnian dari 24 karat menjadi 14 karat yang hanya mengandung sekitar 58,33-62,49% emas
murni, sehingga nishab ditetapkan sebesar Rp7.640.144,00 per bulan atau Rp91.681.728,00
per tahun (BAZNAS RI, 2026).

BAZNAS mendasarkan kebijakan tersebut pada kaidah al-hukm lil ghalib Mazhab
Hanafi serta konsep rawaj (penerimaan pasar) Mazhab Maliki, dipadukan dengan
pertimbangan lonjakan harga emas dunia sebesar 127,15% sepanjang 2024-2025 yang dinilai
akan menurunkan basis muzaki aktif apabila standar 24 karat dipertahankan (Zaenal et al.,
2026). Di sisi lain, mayoritas ulama fikih dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara konsisten
mensyaratkan emas murni 24 karat sebagai acuan nishab dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyat).
Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai kadar karat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019,
serta tidak adanya fatwa baru dari Majelis Ulama Indonesia, menjadikan legitimasi yuridis dan
normatif kebijakan ini layak dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga
pertanyaan: (1) landasan hukum apa yang digunakan BAZNAS dalam menetapkan standar
nishab dengan ekuivalensi emas 14 karat; (2) bagaimana batas kewenangan BAZNAS ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun
2019; dan (3) bagaimana kesesuaian substansi kebijakan tersebut dengan fikih zakat klasik
yang menetapkan emas murni 24 karat sebagai standar nishab. Penelitian ini bertujuan
memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas legitimasi normatif dan yuridis atas
kebijakan penetapan nishab zakat penghasilan di Indonesia, sekaligus menjadi masukan kritis
bagi BAZNAS dan Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan zakat yang berkeadilan
dan berkepastian hukum.

2. METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang berfokus pada

pemahaman fenomena hukum melalui data berupa dokumen dan teks, karena objek penelitian
berupa kebijakan zakat lebih tepat dianalisis dengan deskripsi mendalam daripada angka
statistik (Sugiyono, 2019). Objek penelitian difokuskan pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS
Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa, dengan pembatasan



pada dua aspek utama: aspek yuridis mengenai legalitas dan batas kewenangan BAZNAS, serta
aspek normatif mengenai kesesuaian penurunan standar karat emas dengan fikih klasik.

Sumber data terdiri atas data primer, yaitu SK Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019,
dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003; serta data sekunder berupa literatur fikih zakat klasik
dan kontemporer, jurnal akademik, dan artikel yang membahas kontroversi kebijakan tersebut.
Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (Zed, 2008). Kemudian
dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan untuk menilai kesesuaian kebijakan BAZNAS dengan fikih zakat dan hukum
positif (Miles et al., 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian terhadap SK Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 menunjukkan bahwa nishab tetap

dihitung berdasarkan basis 85 gram emas, namun kadar kemurnian yang dijadikan acuan
diturunkan dari 24 karat menjadi 14 karat (hanya mengandung sekitar 58-62% emas murni),
sehingga nilai nishab menjadi Rp7.640.144 per bulan-jauh lebih rendah dibandingkan Rp12,8
juta per bulan apabila standar 24 karat dipertahankan (Keputusan Ketua Badan Amil Zakat
Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan
Dan Jasa Tahun 2026, 2026). Dari sisi fikih, BAZNAS merujuk pada kaidah al-hukm lil ghalib
Mazhab Hanafi, yang memperlakukan emas berkadar di atas 50% sebagai emas penuh tanpa
konversi, serta konsep rawaj Mazhab Maliki, yang menilai keabsahan emas campuran dari
penerimaan pasar. Kedua rujukan tersebut dipadukan dengan pertimbangan ekonomi, yakni
kenaikan harga emas dunia 127,15% pada 2024-2025 yang diperkirakan dapat menurunkan
basis muzaki aktif hingga 45,40% apabila standar 24 karat dipertahankan.

Analisis fikih menunjukkan bahwa kaidah al-hukm lil ghalib pada dasarnya digunakan
untuk menentukan status hukum benda campuran secara umum, bukan untuk penghitungan
nishab zakat yang menuntut kepastian nilai murni. Demikian pula, konsep rawaj dalam tradisi
fikih Klasik lebih ditujukan untuk menilai keabsahan transaksi jual-beli, bukan untuk
menetapkan batas minimal kekayaan wajib zakat. BAZNAS juga tidak menyandingkan
pandangan tersebut dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mensyaratkan emas
murni 24 karat, sehingga kebijakan ini tampak selektif dan berpotensi menjadi bentuk talfig
yang kurang proporsional (Al-Zuhayli, 1989).

Dari perspektif hukum positif, Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
menegaskan bahwa tata cara penghitungan zakat mal ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Agama, bukan Surat Keputusan lembaga teknis-administratif seperti BAZNAS. Peraturan



Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 juga tidak memuat kewenangan eksplisit bagi
BAZNAS untuk mengubah standar kadar emas. Dengan demikian, penetapan standar 14 karat
melalui SK Ketua BAZNAS berpotensi melampaui kewenangan yang diberikan regulasi di
atasnya (ultra vires), dan diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 yang tidak menempatkan SK lembaga teknis sebagai bagian dari hierarki peraturan
perundang-undangan nasional. Ketiadaan fatwa atau rekomendasi tertulis dari Majelis Ulama
Indonesia atas perubahan ini turut melemahkan legitimasi normatif kebijakan tersebut (Majelis
Ulama Indonesia, 2003).

4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, penetapan

nishab zakat pendapatan dan jasa dengan acuan emas 14 karat dibangun melalui sintesis
argumentasi fikih lintas mazhab (Hanafi dan Maliki) yang dipadukan dengan pertimbangan
ekonomi-sosial, bukan bertumpu pada satu regulasi eksplisit. Kedua, dari perspektif hukum
positif, kewenangan BAZNAS hanya mencakup ranah teknis-administratif sehingga penetapan
standar kadar emas melalui SK berpotensi bersifat ultra vires, ditambah lemahnya legitimasi
normatif akibat ketiadaan fatwa baru MUI. Ketiga, dari aspek kesesuaian fikih, penerapan
kaidah al-hukm lil ghalib dan konsep rawaj dinilai kurang relevan untuk penetapan nishab,
sementara pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mensyaratkan emas murni 24 karat
tidak dijadikan pembanding, sehingga kebijakan tampak selektif dan berpotensi menimbulkan
ketidakadilan distribusi bagi muzaki kelas menengah.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar BAZNAS tidak
mengubah standar kadar emas hanya melalui Surat Keputusan, melainkan berkoordinasi
dengan Kementerian Agama untuk merumuskan Peraturan Menteri Agama serta mengajukan
permohonan fatwa resmi kepada Majelis Ulama Indonesia, sehingga kebijakan memiliki
legitimasi yuridis dan normatif yang memadai. BAZNAS juga disarankan menyusun kajian
komparatif yang melibatkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara transparan.
Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk
mengukur dampak empiris kebijakan ini terhadap perilaku muzaki dan penghimpunan dana
zakat.
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